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BUPATI KENDAL
PROVINST JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KRENDAL
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANC

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang @ a, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan elektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan,
Penelittan, dan Pengembangan Kabupaten Kemdal dengan
diterbitkannva Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020 tangegal 5 Oktober 2020 tentang
Hasll WVerifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangutan
dan Keuangan Dacrah, maka Peraturan Bupali Kendal
Nomor 70 Tahun 2016 lentang Kedudulkan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan
Pereticanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten
Kendal sudah tidak sesual dengan kondisi sckarang
sehingea perlu dicabul dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. maka perlu menetapkan Peraturan Bupan
tentang Kedudukan, Susunan Organisas;, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Xerja pada Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal,

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19530 tenlang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 lertang
Permbentukan Daerah Tingkat 11 Batang dengan mengu balt
Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950 rtentang
Pembentulan Daerah-dacrah habupaten [ Feilain
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomeor 52, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teTiang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomim
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan ams Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran MNegars
Republik Indonesia Tahun 201% Nomor 183, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
-Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5404|;

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 teniang
Pemerintaban  Daerah  (Lembaran  Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nepara Hepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimansa teladl
dinbah heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran
Negara Republitk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomi
G573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Narmaor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan  Daerab
Istimews Yopyvakarta;

Peraturan Pemerntalh Nomor 16 Tahun 1970 tentang
perluasan  Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semacang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomar
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079},

. Peraturan Pemerintah Nomor |8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010
tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2016 ieniang Peranghkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64032];
 Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2014 1entang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomar 199

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20056
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menter: Dalam
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Megeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Eepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kahupaten/ Kota vang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016
rentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daersh Kabupaten Kendal [Lembaran daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor O Seri E Moo 3,
Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157}

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal [Lembaran daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri I No. 1, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 139) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daecrah Kabupaten Kendal Nomaor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten kendal
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
kalbiupaten Kendal Nomor 2004;

MEMUTLSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS!, SERTA TATA KER.JA
PaDA  BADAN  PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANCGAN KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan .

I. Daerah adalah Eabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah  Bupatl sebagal  unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yvang memimpin
pelaksanaan  wrusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten
kendal.

RBadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang
selanjutnya disebut Badan sdalah Badan Perencanaan
Penelitian dan Fengembangan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal,
Jahatan  PFungsional  adalah kedudukan  vang
menunjukan tugas, @anggung jawab, wewenang dan halk
seorang pegawai negeri sipil dalam  suatu  satuan
organisasi yang dalam  pelaksanaan  tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk
merncapal tujuan organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan
jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli
dalam jenjang jabatan fungsional vang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai keahliannya.

woordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah
Subbidang Perencanaan Program Ekonomi adalah
koordinasi  perencanaan  yang  meliputi  urusan
pemerintahan  bidang  perdagangan, perindustrian,
koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan
sumberdaya mineral, penanaman maodal, tenaga kerja.
dan transmigrasi.

Koordinasi  perencanaan  pembangunan  dacrah
Subbidang Perencanaan Program Pemerintahan adalah
kgordinasi  perencanaan  yang meliputi  urusan
pemerintahan bidang ketentraman, Ketertiban umum
dan perlindungan masyarakal, perpustakann,
kearsipan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan,
keuangan, kepegawalan, pendidikan dan  pelatihan,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Koordinas pPerencanaHn pembangunan dacrah
Subbitdang Perencanaan Program Sosial Budaya adalah
koordinasi  perencanaan  yang meliputl urusan
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,
pengendalian  pendudul  dan  Keluarga Berencana,
pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak,
pernberdayaan masyarakatl dan desa, kepemudaan dan
olahraga, serta pariwisata,

Koordinasi  perencanaan pembangunan  daerah
Subbidang Perencanaan Program Prasarana Wilayah
adalah koordinasi perencanasan yang meliputi urusan
pekerjaan umum dan penataan  ruang, pertanahan,
perumahan  rakyat dan  kawasan permukiman,
komunikasi dan informatilkea, statistik, persandian, dan
perhubungan.
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Koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah
Subbidang Perencanaan Program Sumber Dava Alam
dan Lingkungan Hidup adalah koordinasi perencansaan
vang mcliputi urusan lingkungan hidup, kehutanan,
pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

BAL 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGE]
Bagian Kesatu
kedudulian
Paszal 2

Badan merupakan Unsur penunjang  uruysan
pemernntaban di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan dipimpin oleh Kepala Badan yvang berkedudulkan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluod
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3
Hadan mempunyat tupas  membantu Hupat
melaksanakan urusan pemerintahan bidang

perencanaan, peneclitian  dan  pengembangan vang
menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungs:
Pasal 4

Untulk melaksanalkan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 3, Badan mempunyai fungsi :

f. penyusunan kebijakan teknis i hidang
perencanaan, penelittan, dan pengembangan:
b, pelaksanaan  tugas dukungan leknis di bidang

perencanaan, penelitian, dan pengembangan;

¢. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis di bidang perencanaan,
penelitian, dan pengembangan;

d. pembinaan tcknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan  pemerintahan di bedang
perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Bupati
di biulang keuangan.
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BAB I
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan terdini dari:
a. Kepala Badan;
b. Selretsriat, yang membawahkan :
1. Subbagian percncanaan, evaluasi, dan pelaporan
2. Subbagian umum dan kepegawaian,; dan
3. Subbagian keuangan.
¢. DBidang Perencanaan dan Pengendalian Program,
yvang membawshlkan !
1. Subbidang Perencanaan Program: dan
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.
d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan
Sosial Budaya, yang membawahkan :
. Subbidang Perencanaan Program Ekonoimi]
2, Subbidang Perencanaan Program Pemerintahan;
clan
3. Suhbidang Perencanaan Program Sosial Budava,
¢. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, yang
membawahkan :
|. Suhbidang Perencanaan Prasarana Wilayvah; dan
2. Suhbidang Perencanaan Program Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.
. Bidang Penelitian dan Pengembangan, vang
membawahkan :
1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian; dan
2, Subbidang Pengembangan dan Inovasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Hagan Organisasi Badan scbagaimana tercantum dalam
Lampirann yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB LV
RINCIAN TUGAS
Bagian Resatu
Kepala Badan
Pasal &

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Badan
mempinyail rincian tugas :

4. merumuskan dan menctapkan rencana dan program
kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sehelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 1Ugas,
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membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dag
kompetensinya  serta  memberikan  arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan  koordinasi  dan  konsultas:
dengan instansi terkait baik vertikal maEupun
horizontal guna sinkronisasi dan  harmonisas
pelaksanaan tugas;

merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintaban
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
di Daerah sesual peraturan perundang-undangan
sehagal pedoman pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang
undangan di bidang perencanaan, penclitian, dan
pengembangan sehagal bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
menyvelenggarakan pembinaan, pengawasan, dai
pengendalian  kegiatan  di  bidang  perencanaan,
penelitian  dan  pengembangan scsual  peraturan
perundang-undangan agar kinerja Badan mencapai
target vang telah ditetaplkan;

menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan
inovasi di bidang perencanaan, penclilian dan
pengembangan sesual dengan ketentuan perunding
peraturan-undangan  guna peningkatan  kualitas
beerjay

menerapkan Standar Operasional Prosedur (S0P
dalam  penyelenggaraan  kegiatan  di bidang
perencanaan, penelitian, dan pengembangan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;
menvelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan,
penelitian, dan pengembangan sesual program dan
kebijakan yang telah ditetapkan;

mengoordinasikan can memlasilitasi
penyelenggaraan  sistern pertukaran  informas
dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Frovinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
sesual denpan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan penyvusunan  arab kebijakan dan
prioritas  pembangunan  daerah  serta dokumen
perencanaan sektoral sebagai acuan organisasi
perangkat dacrah dalam melaksanakan program dan
kegiatan pembangunari;

melaksanakan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi  dokumen percncanaan pembangunan
dacrah jangka panjang, jangka menengah dan
jangka  pendek  sesual dengan  peraturan
perundangan yang berlalou;
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m. menjamin sinkronisasi  kebijakan  perencanaan
pembangunan daerah dengan kebijnkan pemenntah
pusat, pemerintah provinsi, serta kebijakan sekroral
lain vang berlaku.

n. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penelitian
tlan pengembangan, disemingasi hasil peneitian dan
pengembangan  serta menjalin jejaring  dengan
institusi penelitian dan pengembangan lain, swasta,
dan  masyvarakat dalam rangka mendukung
pembangunan daerah;

0. menyelenggarakan penyusunan rencana umum tata
riuang serta penelitian dan pengkajian dalam rangka
revisl rencang umum tata ruang sesual peraturan
perundang-undangan;

p. melaksanakan pengelolaan dan  pengembangan
sistem Informasi dan data di bidang perencanaan,
penelitian, dan pengembangan;

- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan
cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakan findak lanjut;

r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
lisan maupun tertulis sebagai wuajud akuntabilitas
dan transparansi;

5. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan  perilakuy
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
kanr, pemberian penghargaan dan sanksi;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan lkepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

L. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Badan; dan

Bagian Kedua
Selcretariat
Pasal 7

Sekretariat Badan dipimpin oleh  Sekretaris vang
berkedudulkan di bawah dan bertanggungiawab kepads
Kepala Badan.

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas Kepala
Badan dalam PErUTTILSAT kebijakan leknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan [asilitasi kegiatan  di
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum,
kepegawaian, dan keuangan.



[3) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimalksud
pada ayat (2), Sekretariat mempunyal fungsi:
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b.

perumusan kebijakan teknis  di bidang
kesckretariatan;

pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan,

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
kesekretariatan;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  kegiatan
kesekretariatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
Badan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimalsud pada ayat (2] dan ayat [3), Sekretaris Badan
mempunyai nncian tugas .

el

menyusun  rencana  dan  program  kegiatan
Sekretariat  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan dan hasil evaluasi Kegialan  tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tupgas berjalan efektif dan efisicn;
membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya  serta  memberikan  araban baik
secara  lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanadan [UEAas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalamm rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkajl peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnyva sebagal hahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan konscp kebijakan Kepala Badan  dan
naskah dinas yang berkaitan dengan  kegiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi,
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan
fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Badan;
mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Kegiatan  dan  Anggaran  (RKA),  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran [DPA] serta perubahan
anggaran sesual ketentuan dan platon anggarin
vang ditetapkan;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (EPIMIY,
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renjaf,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian kincrja
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(PK} dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesual
dengan ketentuan vang berlalog;

mengpordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati  [LKPJ],
Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKjIP}.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah [EKPD),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP1P),
Pengendalian Operasional Kegiatan [POR| dan jenis
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

mengeiola sistem informasi dan data Hadan sesuai
dengan ketentuan vang berlaku agar dipercleh
eiektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
menyelenggarakan pelayvanan adminisirasi umum,
kepegawaian, kewangan, kehumasan, protokoler,
perpustalkasn, lkearsipan, dokumentasi,
perlengkapan,/perbekalan, pengamanan  kanlor,
kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap
dan aset tdak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat
dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di ingkungan Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan dan  memfasilitasi  penyvusunan
Standar Operasional  Prosedur [(SOP), analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
budava kerja, survey Kepuasan masyarakat, standar
pelavanan serta pengusulan formasi kebutuhan
pegawail Badan;

melaksanakan  pembinaan, pengawasan,  dan
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administiras
perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
melaksanakan pemantauan dan evaluas)
pelaksanaan  kegiatan Sekretanial  dengan  cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

mengevaluasi dan menilal prestast kena bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaky
kerja sesusi ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pecmberian penghargaan dan sanksi;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepadsa
atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikutnya;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakan findak lanjur; dan
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5. melaksanakan tuges kedinasan lain dari pimpioan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
dipimpin oleh Kepala Subbagian yvang berkedudukan i
hawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),
mempunyai  tugas melaksanakan sebagian  fupas
Sekretaris  dalam  penyiapan  bahan  perumusan
kebijakan  teknis, pengoordinasian,  pembingan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi
kegiatan di bidang perencansan, monitoring, evaluasi,
pelaporan, dan sistem informasi Badan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat |1], kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,

dan Pelaporan mempunyai rincian tugas

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Perencanaan, bvaluasi, dan Pelaporan herdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnysa;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

¢. membagi tugas kepada bawahan sesual lingkup
tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar
pelaksanaan tugas betjalan lancar;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
kegiatan,

e. mempelajari dan mengkaji peraturan  perundang
undangan scsuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

[ menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancar:Hn
pelaksanaan kegiatan;

g, menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan
ustilan program kegiatan dari  masing-masing
subbidang dan subbagian sesuai dengan kKetentuan
vang berlaku guna menghindar kesalahan:

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Kegiatan dan  Anggaran  (RKA},  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA] serta  perubahan
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anggaran Badan sesual ketentuan dan  plafon
anggaran vang ditetapkan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (REJMD),
Rencana Strategis [Renstral, Rencana Kerja (Remja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinena
[PK] dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesual
dengan ketentuan vang berlaku;

menyiapkan bahan dan menyusun kensep Standar
Operasional Prosedur (S0P] kegiatan  Subbagian
Perencanagan, Evaluasi, dan Pelaporan  serla
menghimpun  dan  mendeokumentasi  Standar
Operasional  Prosedur (SOP] yang disusun oleh
masing-masing subbagian dan subbidang;
menghimpun dan meneliti laporan perkembangan
tingkat realisasi pelaksanaan keglatan dari masing-
masing subbagian dan subbidang sebagai bahan
penyusunan laporan  Pengendalian  Operasional
Kegiatan (POK);

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban Bupatl  [LKRJ),
Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKilP)
Evaluasi Kinerja Pembangunan [Daerah [(ERPD),
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah [SFIF) dan
jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan
vang berlaku;

melaksanakan koordinasi, pembinagan,
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang
sistem informasi Badan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Perencanaan evaluasi dan  Pelaporan
dengan cara mengukur pencapaian program lkerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindal lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan penlaku
kerjn sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
menvusun laporan pelaksanaan kegiatan Kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan balk lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



Paragral 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

(1] subbagian Umum dan Kepegawalan dipimpin oleh
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

[2] Kepala Subbagian Umum dan Kepegawsainn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunya lugas
melaksanakan  sebagian  tugas Sekretaris dalam
penviapan bahan perumusan  kebijakan  tekmnis,

pengoordinasian, pembinaan, PUIERW RS,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan di bidang administrasi wmum,

ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan,

dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan  barang,

kepegawainn, fasilitasi kegintan analisis jabatan dan
budaya kerja.

[3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawalan mempunyal rincian Lugas :

A menyusun rencana dan program kKegiatan Subbagan
Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi Kegiatan
tahun sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan
tugas;

h. menjabarkan perintah pimpinan melalut penglkajan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efelktifl dan efisien;

¢, membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan  arahan baik
secara  lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun  horizootal
untuk mendapatkan intormasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanaan lugas;

e, menelaah dan menglajpn  peraturan  perundang.
undangan sesuai lingkup fugasnya sebagai bahan
Atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

[. menyiapkan bahan penyusunan peturjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung Kelancaran
pelaksanaan kegialan,

g, melaksanakan layanan kegiatan surat menyural,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
tlokumentasi, perpustalaan,  kearsipan, Se1 0
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

d \R
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memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
merencanakan, memproses dan  melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Badan
serta mengusulkan penghapusan aset tctap, aset
tidak tetap, asel tidak berwujud dan  barang
persediaan sesual dengan  peraturan  perundang-
undangan;

melaksanakan koordinasi dengan unilt kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan
Lavanan Pengadann Secara Elektronik (LPSE) Daerah
dalam rangka pengadaan barang dan jasa Badan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administrasi serta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak
tetap agar dapat digunakan optimal;

menyiapkan bahan dan menyvusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin | dan  berkala serta
memelihara [ile/dokumen kepegawaian seluruh
pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi
kepegawaian;

menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan
pangleat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/
pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan
asuransi pensiun [tasper), pengiriman peseria
pendidikan dan pelatihan {diklat)/bimbingan teknis
[bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

. melaksanakan  urusan rumsah  tangga  serta

menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapal Maupun  pencrimEan
kunjungan tamu Badan;

mengoordinasikan  kegiatan pengamanan kanfor,
kebersihan, dan  pertamanan  agar  lercipta
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan
AYAMAN;

menyiapkan bahan dan menyvusun konsep Standar
Operasional Prosedur [SOP]  kegiatan  Subbagian
Umum dan Kepegawaian,

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan

Subbagian Umum dan Kepegawalan dengan cara
mengukur pencapaian  program  kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan Kebijakan tindax
lanjut:



r. mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan penlaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peringlalan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s, menvusun laporan pelaksanaan kegiatan  kepada
pimpinan  schagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun lertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindar penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan
sesuai dengan fugas dan fungsi unit kerjanya,

Paragral 2
Subbagian Keuangan
Pasal 10

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian

<]

(3]

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas Sckretars
dalam penyiapan hahan perumusan Kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinasan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang administras: keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimalesud

peia avat (2], Kepala Subbagian Keuangan mempinyal

rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Keuangan berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan iahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan rugas:

B, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
sccara lsan maupun  tertulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizonial
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam ranglka sinkronisasi dan  harmonisas
pelaksanaan tugas,

e, menelaah dan mengkaji peraturan perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya sehagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
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menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kKeglatan;

menyviapkan bahan dan  sarana  administrasi
keuangan dalam rangka pencairan anggaran,
pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan
pertanggungiawaban keuangan;

menghimpun  dan memproses usulan  pencairan
anggaran baik di lingkungan Sekretariat dan Bidang,
sesual  dengan prosedur dan  ketentuan  yang
berlaku,

menviapkan bahan dan mengeordinasikan proses
adminisirasi keuangan melalui apbkasi  sistem
informasi untuk pengelolaan  keuangan daerall
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan
bimbingan «i bidang keuangan kepada pejabat
pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan
Badan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi
penverapan anggaran dengan cara membandingkan
laperan perkembangan realisasi belanja  dengan
rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan
kegiatan puna menghindari  kesalahan serta
memberikan koreksi penyempurnaan;

. menyiapkan bahan dan menyusun matcri tindak
lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan  menyusun  laporan
pertangeungiawahan keuangan Badan serta jenis
pelaporan keuangan lainnya;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian
Keuangan;

. melaksanakan pemantauan den evaluasi kegiatan
Subbagian Keusngan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tndak lanjul;
mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan pertlakn
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
menyusun  laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

;‘:.y‘K
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s, menyampaikan saran dan pertimbangan lkepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain darn pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Pasal 11

Bidang Percncanaan dan  Pengendalian  Progran
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Badan.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
sebhagaimana dimaksud pada ayat (1], mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam
peETUmusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
perencanaan dan pengendalian program,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat {2), Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Program mempunyal lungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencangaar
dan pengendalian progran;

b. pengeordinasian dan pelaksanaan kKegiatan
bidang perencanaan dan pengendalian program;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegintan
di bidang perencanaan dan pengendalian program:

d. pengelolaan dan fasilitasi  kegintan di  Idang
perencanaan dan pengendalian program:

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegmtan
bidang perencanaan dan pengendalian program; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh hepala
Badan di bidang perencanaan dan pengendalian
program.

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana

dimaksud pada avat (2) dan ayat (3], Kepala Bidang

Perencanaan dan Pengendalinan Program mempunyai

rincian tugas :

4. menvusun rencana dan program Kegiatan Bidang
Percncanaan dan Pengendalian Program
berdasarkan peraturan perundang-undangan cdan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnyva Sebagai
pedoman pelaksanaan TUgas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan wugas berjalan efektil dan efisien;
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membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan  arahan  Daik
gecara lisan maupun tertulis guna  kelancaran
pelaksanaan Lugas;

melaksanakan koordinasi dan kensultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanadn LUgas,

meneclaah  dan mengkajl peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
menviapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan legiatan
perencanaan program, pengendalian, dan evaluasi
progrant

mengoordinasikan  sinergitas  dan  harmonisasi
kebijakan dan arah pembangunan pusat  dan
prowinsi dengan kabupaten;

mengoeordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPIPD,
EPIMD, dan RKFD;

menyusun rancangan RPJPD, RPJMD. dan RKPPD
Dacrah dan memproses pengesahannys;

mengelola dan  mengembangkan aplikas!)  sisiem
informasi  perencanaan  pembangunan daerah
sehagai sarana pelaksanaan perencenaan evaluasi
dan pelaporan;

mengoordinasilean proses penyusunan dan verifikas:
Rancangan Renstra Perangkat Dacrah dan Rencana
Kerja  Perangkat Daerah  serta  memproses
petngeaahu.nn}'a;

mengoordinasikan  sinergitas  dan hanmonisasi
program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan;

melaksanakan pembinaan  teknis  perencanadn,
evaluasi, dan pelaporan kepada Perangkat Daerah;
melaksanakan pengendalian / MORitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan dacrah;
menvusun dokumen evaluasi dan pelaporan atas
pelalksanann perencanaan pembangunan daerah;
menyediakan data dan informasi  pembangunan
daerah;

mengoordinasikan analisis konddisi daecrah,
permasalahan, dan  isu  strategis pembangunan
dacrah dalam penyvusunan dokumen perencanaan
mengoordinasikan pelaksanaan Forum ShPDR/ Lintas
SKPD serta konsultasi publik RPJPD, ERIMD, dan
REKPD sesuai  dengan peraturan perundang-
undangan;
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5. mengoordinasikan penclaahan dokumen
pErencanaan pembangunan dacrah dengan
dokumen kebijalan lainnya;

(. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kegiatan Bidang Perencanaan  dan
Pengendalian  Program  dengan  cara mengubur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

u. mengevaluasi dan menilai prestasi kega bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,;

v, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan keglatan;

w, menyvampalkan saran dan  pertimbangan  Kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

x, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit keranva,

Paragrafl 1
Subbidang Perencanaan Program
Pasal 12

(1) Subbidang Perencanaan Program dipimpin oleh Kepala
Subbidang vang berkedudukan di bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengendalian Program.

(2] Kepala Subbidang Perencanaan Program sebagaimania
dimaksud  pada ayat (1), MEmMPLnyai thygEas
melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Bidang
Perencanaan dan  Pengendalian  Program  dalam
penyiapan bahan  perumusan  kebijakan  teknis,
pengnordinasian, pembinaan, PENZaWST,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang perencanasdrn program.

3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2), Kepala Subbidang Perencanaan Program
metnpunyal rincian tugas :

a, menyusun  rencana  dan program o kegiatan
Subbidang Perencanaan Program  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya schagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangsn
agar pelaksanaan tugas berjalan efckil dan efisien;

4} \
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membagi lugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan Lugas;

meclaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serla
dalam rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai hngkup tugasnya sebagar bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan bahan penvusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya pguna mendukung Kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

mengoordinasikan  sinergitas  dan  harmonisast
kebijakan dan arah pembangunan pusat dan
provinsi dengan kabupaten;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Musrenbang
RPJPD, RRIMD, RKPD;

menyiapkan bshan dan menyusun  rancangan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD Daerah dan memproses
pengesahanny:d;

mengelolz dan mengembangkan aplikasi  sistem
informasi  perencanaan  pembangunan  daerah
sebagal sarana pelaksanaan perencanaan evaluasi
dan pelaporan;

melaksanakan EKoordinasi eknis dalam  rangka
proses  penyvusunan  dan wverilikasi  Rancangan
Renstra Perangkat Daerah dan Rencana  Kerjao
Perangkat Daerah serta memproses pengesshannya,
melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka
sinergitas dan harmonisast program don kegiatan
Perangkat Daerah dengan dokumen persncanaan;
menviapkan bahan dan melaksanakan pembinagn
teknis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kepada
Organisasi Peranghkat Daerah (OPD) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

menyiaplian bahan analisis  kendisi daerah
permasalahan, dan isu  strategis  pembangunan
daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan;
menyiapkan bahan dan mengoordinasikan
pelaksanaan  Forum sKPDJS  Lintas SkPL serta
konsultasi publik RRIPD, REPIMD dan RKPD sesuai
dengan peraturan perundang-udnangan;
menyiapkan bahan dan mengosrdinasikan
penelaghan dokumen perencanasan  pembangunan
dacrah dengan dokumen kebijakan lainnya;

(i
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f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standa
Operasional Prosedur (SOF) kKeglatan Subbidang
Perencanaan Program untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

r. melaksanakan pemantanan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan
Program dengan cara mengukur  pencapalan
program kerja vang telah disusun uniuk hahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

s. mengevaluasi dan menilai presmsi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peninghatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

t. menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

u. menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

v, melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanva

Paragral 2
Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program
Pasal 13

Subhbidang Pengendalian  dan  Evaluasi  Prograom
dipimpin o¢leh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepaca
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program,
Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program
sebagaimana dimaksud pada ayat [1] mempunyva lugas
melaksanaloan sehagian TugEas Kepala Biudang
Perencanaan dan  Pengendalian  Program  dalam
penyviapan  bahan  perumusan kebijakan  teknois,
pengoordinasian, pembinaan, PENEFWasIn,
pengendalian,  pengelolaan, fasilitasi, cvaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluas:
program.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimalosud

pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengendablian dan

Fraluasi Program mempunyal rincian tugas :

4 menyusun prograrm kegiatan Subibidang
Pengendalian dan Evaluasi Program berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya  sebagai  pedoman
pelaksanaan [UEas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian
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permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisicn;
membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinga  serta memberikan  amhan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rtangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai baban
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan bahan penyvusunan petunjuk tcknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka
sinergitas dan harmonisasi kebijakan dan arah
pembangunan  pusat dan  provinsi  deogan
kabupaten herdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi perencanasn pembangunan daerah;
melaksanakan koordinasi teknis dalam  rangka
sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan
berdasarkan hasil pengendajian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah;

mengelola dan  mengembangkan  aplikasi  sistem
informasi  perencanaan  pembangunan  daerah
sebagal sarana pelaksanaan perencanaan evaluasi
dan pelaporan;

melaksanakan pengendalian teknis dan  evaluasl
RPIPD, RPJIMD, dan REKPD serta menyusurn
pelaporinnya;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
capaian kinerjn dan keuwangan perangkat daerah
terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen
perencanaan sebagal umpan balik terhadap proses
perencanaan dan penganggaran;

melaksanakan  monitoring,  pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus, Tugas Pembantuan, dan Banman
Keuangarn  Provinsi atau  istilah  lain yang
diamanatkan oleh peraturan perundangan;
melakukan fasilitasi perencanaan dan
petdampingan pengusulan kegiatan vang
hersumhber dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan
Keuangan, dan Tugas Pembantuan;
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mengompilasi, mengolah, dan menyvediakan data
dan informasi pembangunan daerah sebagai hahan
penyusunan dokumen perencanazn evaluast dan
pelaporarn;

melaporkan realisasi penetapan deokumen rencana
pembangunan dacrah, diantaranya melalul Sistem
Informasi Pembangunan Daerah atau istilah lain
vang diamanatkan oleh pemerintah atasan,
melaksanakan pombinaan  teknis perencanadn
evaluasi dan pelaporan kepada Perangkal Daerah;
Menviapkan bahan analisis data dan  informasi
perencanaan pembangunan dacrah,

Menviapkan bahan pembinaan dan pemanfaatan
data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah;

Menviapkan hahan penyusunan profil
pembangunan daerah;

Menyiapkan bahan pengendalian  pelaksansan
kerjasama daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbidang
Pengendalian dan  Ewvaluasi Program  unfuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan tlan evaluas
pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian dan
Evaluasi Program dengan  cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawalian
berdasarkan sasaran kerja pegawas dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangla peninglatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi:
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindari penyvimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan lungsi unit kerjanya;

Bagian keempaf
Bidang Perencanasan Ekonomi, Pemerintahan,
dan Sosgial Budaya
Pasal 14

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan
Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan,

Kepala Bidang Perencanaan Ekonemi, Pemerintahan,

dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pENZAWASAN,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang perencanasn ekonomi,
pemerintahan, dan sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avar (2), Bidang Perencanaan Ekonomi,

Pemerintahan, dan Sosial Budayva mempunyai fungs:

a, perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;

h. pengoordinasian dan  pelaksanaan  kegiatan  di
bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan
sosial budaya;

¢, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di hidang perencanaan ckonomi, pemerintahan, dan
s051al budaya;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegialan di  bidang
perencanaan ckonomi, pemerintahan, dan sosial
budaya:

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang perencansan ekonomi, pemerintaban, dan
sosial budaya; dan

[. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badan di bidang  perencanaan  ckonomi,
pemerintahan, dan sosial budaya.

(4} Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3), Kepala Bidang

Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosal

Budaya mempunyal rinclan tugas ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang
Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial
Budaya  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegialan tabun
sehelumnya schagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
secara lisan maupun tlerfulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta



tlalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
peliksanaan tugas;

menelaah dan mengkajl peraturan  perundoang
undangan sesusai lingkup tugasnyva sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanalkan kegiatan;
menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas vang berkaitan dengan Kegiatan
perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial
budaya;

menyusun arah kebijakan dan RIIOritas
pembangunan dacrab di bawah keoordinasi Bidang
Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial
Budaya;

mengoordinasikan dan menyiapkan penyvusunan
Eencana Pembangunan Jangka Panjang Dasrah
[RPIPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPLDY) urusan di bawah koordinasi Bidang
Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial
Budava;

mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang
RPJPD, RPJIMD, RKPD urusan di bawah Koordinasi
Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan
Sosial Budays;

mengoordinasikan dan melalksanakan penelitian
Fencana Kerja (Renja) dan KHencana  Siralegls
[Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan
program dan kegiatan PD sesual dengan arah
Kebijakan dan prioritas daerah serta menunjang
pencapaian target kinerja PD di bawah koordinasi
Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan
Sosial Budava;

mengoordinasikan dan menviapkan penvusunan
evaluasi Rencana Pembanpgunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangks
Menengah Daerah (RPIMD], dan Eencana Kerja
Pembangunan Dacrah (RRPD) urusan di bawah
koordinas: Hidang Perencanaan Ekonormi
Pemetintahan, dan Sosial Budaya;

menyusun perencanaan pembangunan scktoral di
bawah keordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi,
Pemerintahan, dan Sosial Budaya;

. mengoordinasikan pelaksanasn  sinergitas  dan
harmonisasi RPJMD urusan di bawah Koordinasi
Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintabhan, dan
Sosial Budayva;

mengoordinasikan  pelaksanaan  sinergitas  dan
harmonisasi kegiatan kementerian,/lembaga,
provinsi dan kabupaten urusan di bawah koordinasi

H !(
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bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan
sosial budaya;

Mengoordinasikan penyusunan, asistensi,
monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan
pcmbangunan dacrah bidang chonomi,

pemerintahan den pembangunan manusia;
menyediakan dan  mengelola data  informasi
perencanaan permbangunan daerah Bidang
Perencanaan Ekonomi, Femerintahan, dan Sosial
Budaya,

mengoordinasikan dan  menyiapkan penyusunan
Rencana Strategis [Rensira) dan Rencana Kerja
|Renja) Bidang Perencanaan Ekonomi,
Pemerintahan, dan Sosial Budaya;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan perencanasan
pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, dan
sosial budayva,;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
perencanaan  pembangunan urusan di bawah
koordinasi Bidang Percncanaan Ekonomi,
Pemerintahan, dan Sosial Budaya;

melakukan inventarisasi permasalaban urusan o
bawah koordinasi Bidang Percncanaan Ekonomi,
Pemerintahan, dan Sosial Budays sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan prerman talan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan
Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budava dengan
cara mengukur pencapaian  program  Kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanmjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
menyvusun laporan pelaksanaan keglatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntahilitaz  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindari penyimpangan; dan

meclaksanakan tugas kedinasan lain darn pimpinan
sesual dengan tugas dan fungst unit kerjanya,
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Paragral 1
Subbidang Perencanaan Program Ekonomi
Pasal 15

Subbidang Perencanaan Program FEkonomi dipimpin

oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang

Perencanasn Ekonomi, Pemerintahan, dan  Sosial

Budaya.

Kepala Subbidang Perencanaan Program  Ekonomm

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan  sebagian tugas kepala  Bidang

Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan  Sosial

Budaya dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang perencanaan program
clkonomi,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat [1), kepala Subbidang Perencanaan Program

Ekonomi mempunyai rincian ugas :

a menyusun rencana dan  program  kegatan
Subbidang Ferencanaan Program Ekonomi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnyasebagm
pedoman pelaksanaan Lugas;

b menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajizan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektf dan efisien;

¢ membagi lugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan  arahan  baik
secara  lisan maupun  tertulis guna  Kelancaran
pelaksanaan tugas.

(i melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instanst terkail bailk vertkal maupun horizonial
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalarn rangka sinkronisasi dan  harmonisas
pelaksanaan tugas;

e menelaah dan mengkaji peraturan perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

£  menyiapkan bahan penvusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanasn, dan naskah dinas sesuai
lingkup fugasnva guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g mengoordinasikan dan menyusun konsep Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RRJIFPLDY,
Rencang Pembangunan Jangka Menengah Daerah
[(RPIJMDY, Rencana Kerja Pembangunan Dacrah
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(RKPD) urusan di bawah koordinasi Subbidang
Perencanaan Program Ekonomi;

mengoordinasilan dan menyiapkan bahan
pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
urusan di  bawah  koordinasi  Subbidang
Perencanaan Program Ekonomi;

mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian
Rencana Kerja (Renjal, Rencana Kerja Perubahan
[Renja Perubahan), dan Rencana Strategis [Renstra)
Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan program
dan kegiatan PD menunjang pencapaian target
kinerja PD di bawah keoordinasinya;

melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan
dolcumen  perencanaan  pembangunan  daecrah
|REJPD, REJMD, dan RKPDY) bidang elkoioni;
melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka
pelaksanaan sinergitas dan harmmonisasi REJMD
urusan fli bawah koordinasi Subbidang
Perencanaan Program Ekonomi;

melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Keglatan
kementerian/lembaga, provinsi di Daerah urusan di
bawah koordinasi Subbidang Perencanaan Program
Elonomi;

menyiapkan  bahan  koordinasi  penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan  daerah
bidang ekonomi;

melaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah bidang ekonomi;

menyiapkan bahan koordinasi  pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang ekanoms;

menyiapkan bahan dan menvusun Rencana
Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan di lidang perencanaan program
ekonomi,

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan Subbidang Perencanaan  FProgram
Ekonomi;

mengumpulkan, mengelola, menyiapkan dan
menganalisis data teknis, bahan studi kebijakan
Lrusan di bawah koordinasi Subbidang
Perencanaan Program Ekonomi;

menyusun perencansan  pembangunan  sektoral
urusan i1 hawah koordinasi subbidang
Perencanaan Program Ekonomi;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
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perencanaan pembangunan  urusan  di bawahb
koordinasi  Subbidang  Perencanaan  Program
Ekonomi;

u. melakukan inventarisasi permasalahan urusan i
bawah koordinasi Subbidang Perencanaan Program
Ekonomi sebagali bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

v, menyviapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP] kegiatan Subbidang
Perencanaan Program Ekonomi;

w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbidang Perencanaan Program Ekonomi dengan
cara mengukur pencapaian program  kerja  yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

% mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peninghkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

v, menyvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagal  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

7 menvampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindar penyimpangan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan
sesuad dengan tugas dan lungsi unit kerjanysa.

Paragraf 2
Subbidang Perencanaan Program Pemerintahan
Pasal 16

Subbidang Perencanaan  Program Pemerintahan
dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial
Budaya

Kepala Subbidang Perencanaan Program Pemerintaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan — schagian tigas Kepala  Bidang
Perencanaan  Ekonomi, Pemerintahan, dan  Sosial
Budaya dalam penyviapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan,  pengawasarn,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang perencanaan  progeam
pemerintahan.
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([3) Untulk melaksanakan 1ugas scbagaimana dimalsud
pada ayvat (1), Kepala Subbidang Perencanaan Program
Pemerintahan mempunyai rincian ugas |

i

L

d.

menyusun  rencana  dan  program  keglalan
Subbidang Perencanaan FProgram Pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efelktil dan ehisien;
membagl lugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan  armhban baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan Ugas:;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
uniuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanasn tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

mengoordinasikan dan menyusun konsep Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (REJFPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIMD), Rencana Kenja Pembangunan Daerah
(RKPD] urusan di bawah koordinasi Subbidang
Perencanasn Program Pemerintahan;

mengoordinasikan dan menyiapkan bahan
pelaksanaan Musrenbang RPJFPLD, EPJMD, RKPD
Urusan di bawah kaordinasi Subbidang

Perencanaan Program Pemerintahan;
mengoordinasizan dan melaksanakan penelitian
Rencana Kerja (Renjal, Rencana Kerja Perubahan
{(Renja Perubahan), dan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkal Daerah {PD) untuk memastikan program
dan kegiatan FD menunjang pencapaian target
kinerja PD di bawah koordinasinya;

melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan  dacrah
(RRJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan;
mengoordinasikan  pelaksanaan  sinergitas  dan
harmonisasi KPJMD urusan di bawah koordinasi
Subbidang Perencanaan Program Pemerinlahan;

[f\—



L  mengoordinasikan  pelaksanaan  sinergitas dan
harmonisasi keglatan kementerian/lembaga,
provinsi di Daerah urusan di bawah koordinas
Subbidang Perencanaan Program Pemerintanar;

m. menyiapkan  bahan  koordinasi  penyusunan
dokumen  perencanaan  pembangunan daerah
bidang pemerintahan;

n melaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunat
daerah bidang pemerintahan;

o menyiapkan  bahan  koordinasi  pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi PErEICATAAT
pembangunan daerah bidang pemerintahan;

p melaksanakan penyusunan Rencana Strategis
{(Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan di bidang perencanaan  program
pernerintahan;

¢} menyiapkan konsep kebijakan Repala Badan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaarn
pernbangunan  Subbidang Perencanaan  Program
Pemerintahan;

r. mengumpulkan, mengelola, menyiapkan  dan
menganalisis data telknis, bahan studi kebijakan
UTUSED i hawah koordinasi Subbidang
Perencanaan Program Pemerintahan;

s menyusun  perencapaan  pembangunan  sektoral
urusan di hawah koordinasi Subbidang
Perencanaan Program Pemerintahan;

t. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
perencanaan  pembangunan  urusan di bawah
koordinasi  Subbidang  Perencanaan  Program
Pemerintahan;

w melakukan inventarisasi permasalahan urusan
bawah koordinasi Subbidang Perencanaan Program
Pemerintahan scbagai bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

v, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan  Subbidang
Perencanaan Program Pemerintahan;

w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegatan
Subbidang Perencanaan Program Pemermitah
dengan cara mengukur pencapaian program ketja
vang telah disusun untuk baban laporan dan
kehijakan tindak lanjut;

x mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran ketja pegawai dan perilaku
kerja sesual Ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

v. menyusun laporan pelaksanaan kegialan Repada
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pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan Kegiatan,

z menvampaikan saran dan pertimbangan kepaca

pimpinan baik lsan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai denpan tugas dan fungsi unit kerjany:;

Paragraf 3
Subbidang Perencanaan Program Sosial Budaya
Pasal 17

Subbidang Perencanaan Program Sosial Budava

dipimpin oleh Kepala Subbidang vang berkedudukan di

hawah dan bhertangsung jawab kepada Kepala Bidang

Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial

Budaya.

Kepala Subbidang Perencanaan Program Sosial Budava

sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai tugas

melaksanakan  sebagian  tugas  kepala  Bidang

Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial

Budave dalam penyviapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang perencanaan program
sosial hudaya.

Untulk melaksanakan tupgas sebagaimana dimalosud

pada ayat (1), Kepala Subbidang Perencanaan Program

Sosial Budaya mempunvai rincian tugas :

a menyusun rencana  dan program  kegiatan
Subbidang Perencanaan Program Sosial Budaya
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,;

h menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisicn;

. membagi lugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta  memberikkan  arahan  baik
secara  lisan maupun  tertulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

d, melaksanakan koordinasi dan konsuliasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkrenisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e, menelash dan mengkaj peraturan perandang-
undangan sesual lingkup tugasnva sebagal bahan
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atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan bahan penvusunan petunjuk tekns,
petunjuk pelaksenaan, dan nasksh dinas sesual
lingkup tugasnva guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

mengoordinasikan dan menyusun konsep Rencans
Pembangunan Jangka Panjang Uaerah [RRIFPLY,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deeriah
(RPIMD), Rencana Kerja Pembangunan Dacrab
[RKPD} wrusan di bawah koordinasi subbidang
Perencanaan Program Sosial Budaya;
mengoordinasikan dan menyviapkan bahan
pelaksanaan Musrenbang RPJPD, REIMD, REKPD
UTLISEN i awah koordinasgi Subbidang
Perencanaan Program Sosial Budava,
mengoordinasikan dan  melaksanakan penelitian
Rencana Kerja [Renja), Rencana Kerja Perubahan
(Renja Perubahan], dan Rencana Strategls (Renstra)
Perangkat Daerah [PD) untuk memastikan program
dan kegiatan PD menunjang pencapaian target
kinerja PD di bawah koordinasinya,

Melaksanakan maonitoring dan evaluasi penyusungn
dokumen perencanaan pem I:ra.ngun;_-m tlaerih
(RPJPD, RPIMD, dan RKPD) bidang pembangunan
MATNUSIA;

melaksanakan koordinasi teknis dalam  rangls
pelaksansan smergitas dan harmonisasi ERIMD
LIFLISAN di bawah koordinasi Subhidang
Perencanaan Program Sosial Budaya;

melaksanakan koordinasi teknis dalam ranghks
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
kementerian flembaga, provinsi di Daerah urusan di
bawah koordinast Subbidang Perencanaan Program
Sosial Budaya;

Menyiapkan bahan koordinasi PENyUSUTAD
dokumen perencanaan  pembangunan  daerah
bidang pembangunan manusia;

Melaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluas
peoyvusutnan dokumen perencanaan pembangunen
daerah bidang pembangunan manusia;

Menyviapkan  bahan  Keordinasi  pelaksanaan
sincrgitas dan harmonisasi PeTETICaATIANN
pembangunan daerah  bidang  pembangunan
manusia;

menyiapkan hahan dan menyvusun konsep Hencana
Strategis [Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan di bidang perencanasan program
snsinl budaya;

menyusun kebijakan Kepala Badan dan naskah
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dinas yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan  Subbidang Perencanaan  Progra
Sosial Budava;

r mengumpulkan, mengelola, menyiapkan dan
menganalisis data teknis, bahan studi kebijakan
urusan  di bawah koordinasi Subbidang
Perencanaan Program Sosial Budays;

s menyusun perencanaan pembangunan  scktoral
urusan di  bhawah  koordinasi  Subbidang
Perencanaan Program Sosial Budeayva:

t mengoordinasikan pelaksanaan kegialan
perencanaan  pembangunan  urusan  di bawah
koordinasi Subbidang Perencanaan Program Sosial
Budaya;

1, melakukan inventarisasi permasalahan urusan di
hawah koordinasi Subbidang Perencanaan Program
Sosinl Budava sebapgai bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

v, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Opcrasional Prosedur (SOF) kegiatan Subbidang
Perencanaan Program Sosial Budaya;

w, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbidang Porencanaan Program  Sosial Budava
dengan cara mengulur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

x mengevaluasi dan menilas prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran lkerja pegawai dan perilaku
kerju sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanlisi;

y. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada

pimpinan  sebagal  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

z menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun terulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain dasi punpinan
sesuai dengan tugas dan fungs unit kerjanya,

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
Pasal 18

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dipimpin oleh
Kepala Bidang vang berkedudukan di bawah dan
hertanggung jawab kepada Kepala Dadarn.

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyni tugas
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melaksanakan schagian tugas Kepala Badan dalam

perumusan  kebijakan  teknis,  pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan i bidang
perencanaan fisik dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimalesud

pada ayat (2], Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana,

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaar
fisik dan prasarana,

h. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan i
bidang perencanaan {isik dan prasarans;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di hidang perencanaan fisilk dan prasarana;

d. pengelolaan dan fasilitasi  kegiatan  di  bidang
perencanaan fisik dan prasarana;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ¢
bidang perencanaan fisik dan prasarana; dan

. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala
Badan di bidang perencanaan lisik dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimani

dimalksud pada ayat [2] dan ayat [3), kepala Bidang

Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyal rincian

ugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang
Perencanaan  Fisik dan  Prasarana  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun  sebelumnya  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efekrif danefisicn;

¢, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya  serta  memberilkan  arahan haik
secara  lisan maupun  tertulis guna kKelancaran
pelaksanaantugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untfuk mendapatkan informasi. masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaaniugas;

e. menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakankegiziar,

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas vang berkaitan dengan kegiatan
perencansaan fisik dan prasarana;

g. menvusun arah  kebijakan dan  prioritas
pembangunan daerah di bawah koordinasi BHidang
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Perencanaan Fisik dan Prasarana;
mengoordinasikan  dan  menyiapkan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD), dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) urusan di bawah koordinasi Bidang
Perencanaan Fisik dan Prasaranag
mengoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan
Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPDN urusan di
hawah koordinasi Bidang Percncanaan Fisik dan
Prasarana,

mengoordinasikan dan  melaksanakan penelitian
Rencana Kerja (Renjal dan Rencana Strategls
(Renstra) Perangkat Dacrah (PD) untulk memastikan
program dan kegiatan PD sesuai dengan  arah
kebijakan dan prioritas daerah serta menunjang
pencapaian  target kinerja  PD  fdi  bawah
koordinasinya,

mengoordinasikan dan menviapkan penyusunan
evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RRJIFD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RRIMD), dan Rencana Ketja
Pembangunan Daerah (REPD] urusan di bawab
koordinasi Bidang Perencanaan Fisik  dan
Prasarana;

mengoordinasikan penyusunan, asistensi,
monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan
pembangunan dacrah bidang sumber daya alam,
infrastruktur, dan kewilayahan;

. menvusun perencanaan pembangunan sektoral
bawah Lkoordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan
Frasarana;

mengoordinasikan  pelaksanasn  sinergitas  dan
harmonisasi REJMD wrusan di bawah koordinasi
Hidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
mengoordinasikan pelaksanaan  sinergitas  dan
hartmonisasi kegiatan kementerian flembags,
provinsi dan kabupaten urusan di bawah keordinasi
Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
menyediakan dan mengelola data informas
perencanaan pembangunan dacrah Gidang
Perencanaan Fisik dan Prasarana;

menvusun konsep Rencana Strategis (Renstra] dan
Rencana Kerja (Renja) Bidang Perencanaan Fisik
dan Prasarana;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan perencansan
pembangunan bidang fisik dan prasarana;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
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perencanaan  pembangunan  urusan  di bawah
koordinasi Bidang Perencangan  Fisik  dan
Prasaransa;

t. melakukan inventarisasi permasalahan urusan di
bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan
Prasarana scbagai bahan evaluasi pelaksanasn
kegiatan,

m melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dengan
cara mengukur pencapaian program  kerja yang
telah disusun untuk hahan laporan dan kebijakan
tindak lanjul;

bh mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
leerja sesuai ketentuan dalam rangka penitigkialar
lkarir, pemberian penghargaan dan sanksi;

oz menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepads
pimpinan  sebagal  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

dl menyampaikan saran dan pertimbangan  kepads
pimpinan bailk lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyvimpangan; dan

e melaksanakan tugas Kedinasan lain dar pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Paragral |
Subhidang Perencanaan Prasarana Wilayah
Pasal 19

Subbidang Perencanaan Program Prasarana Wilavah

dipimpin olch Kepala Subbidang vang berkedudukan i

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Perencanaan Fisik dan Prasarana.

Kepala Subbidang Perencanaan Prasarana Wilayah

sehagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai [ugas

melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Bidang

Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam  penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
perencanaan prasarana wilayah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimsksed

pada ayat (1), Kepala Subbidang Perencanaan Prograun

Prasarana Wilavah mempunyai rincian tugas :

a, menyusun rencana dan  program  kegiaran
Subbidang Perencanaan  Prasarana  Wilayah
berdasarkan perdaturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnyaschagal



pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui penghkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
membagi tugas bawahan sesuar dengan jabatan
dan kompetensinva serta memberikan arahan baik
gsecara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan 1Ugas,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun honzontal
untuk mendapatlan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,;

menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal Dahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiepkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

mengoordinasikan dan menyusun Konsep Eencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah [RRJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah [Daerah
[REIMD), Rencana kerja Pembangunan Daerah
(RKPD| urusan di bawah koordinasi Subbidang
Perencanaan Prasavana Wilayah;

mengoordinasikan  dan  menyiapkan  bahan
pelaksanaan Musrenbang RPRJPD, RPJIMD, RKPD
urusan di  bawah  koordinasi  Subbidang
Perencanaan Program Prasarana Wilayah:
mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian
Rencana Kerja (Renja), Rencana kerja Perubahan
{Renja Perubahan), dan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan program
dan  keglatan perangkat daerah menunjang
pencapaian  target kinerja pernaghkat daerah di
bawah koordinasinya;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
penvusunan dokumen perencanaan pembangunan
dasrah [RPIPD, RPJIMD, dan REKPD} bidang
infrastruktur dan kewilayahan;

melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RRIMID
dan dokumen perencanaan lainnya di bawah
koordinasi Subbidang Perencanaan Prasarana
Wilayah;

melaksanakan Koordinasi teknis dalam ranglka
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
kementerian/ lembaga, provinsi di Daerah urusan di
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bawah  koordinasi Subbidang  Perencansan
Prasarana Wilayah;,

menyiapkan hahan  koordinasi  penvusunan
dokumen perencanaan pembangunan  dacrah
bidang infrastruktur dan kewilayahan;
melaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanasan pembangunan
daerah bidang infrastrukiur dan kewilavahan;
Menviapkan bahan  koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi Perencanian
pembangunan daerah bidang infrastrukiur dan
kewilayahar,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan di hidang perencanaan
prasaransd wilavah,

mengumpulkan, mengelola, menyiaplkan dan
menganalisis dala teknis, bahan studi kebijakin
urusan  di - bawah  keordinasi  Subbadang
Perencanaan Prasarana Wilayah;

menylusun perencanaan  pembangunan  sekioral
urusan di bawah koordinasi  Subbidang
Perencanaan Prasarana Wilayah;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
perencanaan  pembangunan  urusan  di bawah
koordinasi Subbidang Perencanaan Prasarana
Wilayah;

melakukan inventarisasi permasalahan urusan di
bawah  koordinasi Subbidang  Perencanaan
Prasarana Wilayah scbagai  bahan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbidang
Pereticanaan Prasarana Wilayah;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiaran
Subbidang Perencanaan Prasarana Wilayvah dengan
cara mengukur pencapaian program kKerja  yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjuat;

mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan penlaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
menvusun laporan pelaksanaan Kegiaian kKepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kKepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian apar kegiatan berjalan lancar serta untuk
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menghindari penyimpangan; dan
an melaksanagkan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

Paragraf 2

Subbidang Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan

(1]

1]

3]

Lingkungan Hidup
Pasal 20

Subbidang Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup dipimpin pleh Kepala Subhidang
vang berkedudukan i bawah dan bertanggung lawab
kepada Kepala Bidang Percncanaan Fisik  dan
Prasarana.

kepala Subbidang Perencanaan Program Sumberdaya
alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimalksud
pada ayal (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
dalam penyitapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang perencanaan sumberdaya
alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Subbidang Perencanaan Program
sumberdaya Alam dan Linglkungan Hidup mempunyal
rincian lugas :

a menyusun rencana  dan program  kegiaten
Subbidang Perencanaan Program Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya scbaga pedoman
pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpitian melalul
pengkajian permasalahan darn PETATUTATL
perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efektif dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkait balk vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scris
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesual linglkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
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menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
pelunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
linglup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaankegiatan,

mengoordinasikan dan menyusun koensep Eencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah [RPIPD],
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(REPD) dibidang sumber daya alam, sumber daya
air, dan lingkungan hidup;

mengoordinasikan  dan menyiapkan bahan
pelaksanaan Musrenbang RRJIPD, EPJMD, RKPLD
urusan dibidang sumber daya alam, sumber dava
air, dan lingkungan hidup;

mengoordinasikan dan melaksanakan penelitiac
Rencana Kerja (Renjal, Rencana Kerja Perubahar
(Renja Perubghan], dan Rencana  Stralegis
(Rensira) Peranghkat Daerah | P untuk
memastkan program dan kegiatan PD menunjang
pencapaian target  kinerja  PD di bawah
koordinasinya;

melaksanalkan rmanitoring dan evalu:si
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPL) bidang sumber
daya alam, sumber daya air, dan lingkungan
hidup;

melaksanakan koordinasi teknis dalam rangks
pelaksanaan sinergitas dan harmoeonisasi BEPJMD
urusan  di  bawah koordinasi  Subbidang
Perencanaan Program Sumberdaya  Alam  dan
Lingkungan Hidup;

melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka
pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPIMD bidang sumber dayva alam,
sumber daya air, dan lingkungan hidup;
melaksanakan koordinasi teknis dalam ranghka
pelaksanaan sinergitas dan harmonisas kegiatan
kemnenterian/lembaga, provinsi di Daerah Dedang
sumber daya alam, sumber daya air, dan
lingkungan hidup;

menyiapkan  bahan  koordinasi  penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah
Bidang sumber dayva alam;

melaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah bidang sumber daya alam, sumber dava air,
dan lingkungan hidup,

menyiapkan  hahan  koordinasi  pelaksanaan
sincrgitas dan harmonisasi percncangan

6y



pembangunan dacrah bidang sumber dava alam

g mengumptlkan, mengeiola, menyiapkan dan
menganalisis data telmis, bahan studi kebijakan
urusan i bawah koordinasi  Subbidang
Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan
Linghungan Hidup,

I, menyusun perencanasn pembangunan sektoral
urusan  di bawah  koordinasi  Subhidang
Perencanaan  Program  Sumberdaya Alam  dan
Lingkungan Hidup;

5. mengoordinasikanpelaksanaan
kegiatan perencanaan pembangunan urusan  di
hawah koordinasi Subbidang Perencanaan Program
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup,

L menyviapkan bahan dan menyusun kKonsep Standar
Operasional Prosedur (SOP] kegiatan Subbidang
Perencanaan  Program  Sumberdaya  Alam dan
Lingkungan Hidup;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluas) Kegiatan
Subbidang Perencanaan Program  Sumberdaya
Alam  dan Lingkungan Hidup dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan  kebijakan
tindak lanjut;

v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pumpinan sebagai  wujud akuntabilites  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan:

x menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan herjalan lancar serta uniul
menghindari penyimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan mgas dan fungsi unit kerjanya

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 21

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleb

12}

Kepala Bidang vang berkedudukan i bawah dan
heriangeung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam
PETIITUSAn lkebijakan teknis, pengoordinasian,

'y
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pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,

fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang

penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud

pada avat (2), Bidang Penelifan dan Pengembangan

mempunyai fungsi

a, perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian
dan pengembangan,

b. pengoordinasian  dan  pelaksanasn  kegatan i
bidang penelitian dan pengembangan;

c. pembinaan, penpawasan, dan pengendalian kegiatan
di hidang penclitian dan pengembangan;

d. pengelolaan dan  fasilitasi  kegiatan di  bidang
penelitian dan pengembatigan;

¢. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan i
bidang penelitian dan pengembangan; dan

[, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badan di bidang penelitian dan pengembangdin.

Untuk melaksanakan tugas dan fungst sebagaimeing

dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3), Kepala Bidang

Penelitian dan Pengembangan, mempunyai rincian

tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Penelitian ~ dan  Pengembangan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun  sebelumnya  scbagal  pedoman
pelaksanaan tUgas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelalksanaan tugas berjalan efektif dan efisien:

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinva  serta  memberikan  arahan  haik
secara lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serts
dalam rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya scbagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menviapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas yang berkailan dengan kegiatan
perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan  sosial
budaya;

g. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian serta
menyiapkan rekomendasi  perizinan  di bidang
penelitian serta ilmu pengetahuan dan teknolog

g
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sesual dengan peraturan perundang-undangan,

b, menvelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
pengembangan dan penerapan lmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) serta inovasi teknologi;

. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
kelithangan di Daerzh;

j,  mengembangkan  kemitraan  dan  membangun
jejaring  keglatan kelitbangan dengan nstitusi/
lembaga penelitian dan pengembangan lannya;

k. mengoordinasikan pelaksanasn  sosialisasi  dan
diseminasi hasil-hastl kelitbangan kepada instans
terleatt dan masyarakat;

I, mengoordinasikan  penelitian  dan  pengembangan
bidang  penvelenggaraan pemerintahan  dan
penghkajian peraturan, sosial dan kependudulian,
serta ekonomi dan pembangunan;

m. mengeordinasikan penelitian, pengembangan, dan
perckayasaan di bidang teknologi dan inovasi serta
fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual sesual peraturan
perundang-undangan,

n. melaksanakan inventarisasi permasalahan  vang
berkaitan dengan bidang peneliian dan
pengembangan sehagai bahan evaluasi pelaksanaan
kegialan,

g,  melaksanakan pemantavan dan evaluasi Keglalan
Ridang Penelitian dan Pengembangan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam ranghka peninglatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpnan  sebagai  wiujud | akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

r. menyvampaikan saran dan periimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untul
menghindari penyimpangan,; dan

s, melaksanakan tugas kedinasan lan dan pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Paragral 1

Subbidang Penelitian dan Pengkajian
Pasal 22

Subbidang Peneliian dan Pengkajian dipimpin oleh
Repala Subbidang varig berkedudukan di bawah dan

{{ A
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bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
Kepala  Subbidang  Penelitian  dan  Pengkajian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyail tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan dalam penylapan bahan perumisan
kebijalkkan  teknis,  pengoordinasian, — pembinaan,
pengawasarn, pengendalian, pengelolaan,  [asilitasi,
evaluasi, dan peclaporan kegiatan di bidang penelitian
dan pengkajian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbldang Penelitian dan

Pengkajian mempunyai rincian (ugas :

a menyusun  rencana dan program  kegiatan
Subbidang Penelitian dan Pengkajian berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun  schelumnya  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efelctif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan  arahan  bails
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizenial
untulk mendapatkan infermasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelakesanaan tugas,;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perunciang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk fekms,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnva guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

g menyusun kerangka studi dan instrumen analisis
serta  melakukan penelitian lapangan sebelum
menvusun perencanaan pembangunan daerah;

h. melaksanakan [asilitasi dan  kerjasama  llmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK] dengan
lembaga-lembaga IPTEK di  tinglkat  lokal  dan
nasional;

i. menviapkan bahan dan @ menvusun  Konsep
rekomendasi izin penelitian, [asilitasi pemberian
rekomendast penelitian bagi Warga Negara Asing
(WHNA) untuk diterbitlean izin penelitian oleh instansi
vang bherwenang, [asilitasi pengabdian pergliruan
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tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi  sesual dengan  peraturan  perundang-
undangarn;

menyiapkan bahan [asilitasi, pelaksanaan, dan
evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan
bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan,
serta ekonomi dan pembangunan;

melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan
peraluran;

menyiapkan bahan rekomendasi atas rencana
penetapan  peraturan  baru  dan/atau  evaluasi
terhiadap pelaksanaan peraturan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep
rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian bidang
penvelenggaraan  pemerintahan  dan  pengkajian
peraturan, sosial dan kependudukan, serta ekonomi
dan pembangunan;

mendiseminasikan  hasil-hasil  penelitian  untuk
kemajuan dan kemanfaatan masyarakat dan dunia
usaha.

menyusin konsep laporan hasil penelitian dan
pengembangan sebagai hahan PEIYUSLUITEAN
perencanaan pembangunan daerah;

melalkukan pengkajian, identilikasi, dan menyusun
laporan kebijakan nasional yang berdampak pada
daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dan program prioritas nasional dalam
pembangunan daerah;

melakukan pengkajian, identifikasi, dan menyusun
laporan dalam rangka perumusan  masalah
pembangunan dagrah dan  isu-isu  stralegis
pembangunan  vang mengutamakan  tingkat
keterdesakan dan kebutuhan masyarakat;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Sirategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan
di bidang penelitian dan pengkajian:

melakukan inventarisasi permasalabhan  bidang
penelitian dan pengkajian sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan menyvusun konsep Standar
Operasional Prosedur [(SOP] kegiatan Subbidang
Penelitian dan Pengkajiamn;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbidang Penelitian dan Pengkajian dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk hahan laporan dan kebijakan rindak
lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
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berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilakuo
kerja sesuai ketentuan dalam rangka penmgkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

W, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kopsaida
pimpinan  sehagal wujud  akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

x. menyampaikan saman dan  pertimbangan keparda
pimpinan baik lisan mauvpun fertulis berdasarkan
kajian agar Kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan,

y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

sesual dengan tugas dan lungsi unit kerjanya.

Paragral 2
Subbidang Pengembangan dan [novasi
Pasal 23

Subbidang Pengembangan dan Inovasi diplmpin olch
kepala Subbidang vang berkedudukan di bawah dan
hertangeung jawah kepada Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan,
Kepala Subbidang Pengembangan  dan lnovasi
sehagaimana dimaksud pada avat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebaglian wgas Kepala Bidang Penclitizn
dan Pengembangan dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan  relenis,  pengoordinasian,  pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, lasilitasd,
evaluasi, dan pelaporan  kegiatan  di bidang
pengembangan dan inovasi,

Untuk melaksanakan tmugas sebagaimana dimaksiid

pada avat (1), Kepala Subbidang Pengembangan din

[novasi mempunyal rincian tugas :

a menyusun rencana dan  program o Kegiatan
Subhidang Pengembangan dan Inovasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil cvaluasi
kegiatan  tahun  sebelumnya  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

b menjabarkan perintab plmpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan mgas berjalan efeknf dan efisien:

¢ membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan  armhan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d  melaksanakan koordinasi dan konsultast dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizonial
untuk mendapatkan informasi, masukan, sers
dalam rangksa sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

an
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menelagh dan  menglaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menviapkan bahan penyusunan petunjuk iekms,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan  kegiatan
pengembangan ilmu  pengetahuan dan  teknelogi
{Iptek), sosialisasi  dan  percontohan  hasil
pengemhbangan Iptek;

melaksanakan koordinasi dan bimbingan dalam
rangka sinkronisasi, harmonisasi dan sinergd
lkebijakan penguatan sistem inovasi Daerah;
melaksanaan pembinaan dan monitoring kegiatan
pengembangan dan inovasi penerapan teknologh di
daecrah;

melaksanalkan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil
kelitbangan;

menyiapkan bahan penclitign, pengembangan, dan
perekayvasaan di bidang teknologi dan inovasi,
melaksanakan diseminasi  jenis, prosedur, dan
metode penvelenggaraan pemerintahan dacrah vang
bersifat inovatil;

menyviapkan  wjicoha dan penerapan mancang
bangun,/model replikasi dan invensi di bidang difusi
inovasi dan penerapan teknologs;

menyiapkan bahan fasilitast Hak Kekayaan
Intelektual sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

mendokumentasikan  hasil  pengembangan  dan
inovasi penerapan teknologi;

menyiapkan bahan dan  menyusun  konsep
relkomendasi regulasi dan  kebijakan di bidang
pengembangan dan inovasi Daerah,

melakukan  inventarisasi  permasalshan hidang
pengembangan dan inovasi sebagal bahan evaluasi
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan menvusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbidang
Pengembangan dan [novasi,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbidang Pengembangan dan Inovasi dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawshan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangha peningkatan
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karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

W menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepatls
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

v. menvampaikan saran dan pertimbangan kepacds
pimpinan baik lsan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta uniuk
menghindari penyimpangan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain darn pumpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya;

BAB WV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan sesual dengan keahllan dan
keterampilan vang dimiliki dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuil
pada ayat (1], dikoordinir oleh tenaga fungsionsal senior
yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung
jawah kepada Kepala Badan.

Fasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalesirl
dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional
yvang terbagi dalam berbagal kelompok sesuail dengan
bidang keahliannva.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) ditenlukan berdasarkan Ecbutuban dan beban
kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimat
dimaksud pada avat (1) diatur sesuai dengan peraluran
perundang-undangan.

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan sesual dengan
peraturan perundang-undangan,

BAR VI
TATA KERJA
Pasal 20

Kepala Badan dalam  melaksanakan  (ugasiya
herpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan  unil
organisasi dan kelompok jabatan lungsional wigih
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi  dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

Ex,
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maupun  antar  satuan  organisasi  di lingkungan
pemerintah  daerah  serta  instansl lain di luar
pemerintah daersh sesual dengan tugas masing-masing,

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib  mengawas
bawahannya masing-masing.

(4] Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) terjadi penyimpangan, pimpinan
unit  organisasi  mengambil  kngkah-langkah  vang
diperlukan sesual dengan  peraturan  perundang-
undangan.

(3} Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberilkan bimbingan serta petunjule bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

{b] Setlap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhl  petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing  serta  menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari  bawahannya wajib diclah dan
dipergunakan sebagai  bahan untuk penvusunan
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

IB] Dalam menvampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lamnm
yang secara fungsional mempunyal hubungan kerja.

(9 Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wagib
mengadakan rapat berkala.

BaB VI
EETEMTUAMN LAIM-LAIN
Pasal 27

Eselon dan pengisian jabatan struktural pada Badan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Pasal 28

(1) Badan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

() Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala vang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

(3] Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimanag
dimaksud pada ayat (1) diawr lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



BaH VI
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal 29

Pada saal Peraturan Bupati ini mular berlaku, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas dan Fungsi, seria
Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitiun, dan
Pengembangan  kKabupaten  Kendal (Berita  Dacrah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Noemor 70 Seri [ No. 22}
dicabut dan dinyatakan tidale beriaku,

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Hupati iryd dengarn
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desermnber 2020

BUPATI KENDAL,

cap thd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
RABLIPATEN KENDAL,

cap i

MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUNZ2020NCIMOK 103

ﬁMauaj dengan aslinya,
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